BUPATI SIAK 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR 13 TAHUN 2016 


TENTANG 

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK 

BUPATI SIAK, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

dilfvT" Perangkat Daerah Kabupaten Siak, maka dipandang perlu 
dilakukan penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugL dan 
ungs! serta tata kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

^ hurn^a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Diras 
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak; 


Mengingat 


: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna 

Re bU hrw 5 Uantan Sin§ingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Neaara'p Ind hru S T ia / ahUn 19 " N ° m ° r 181 ’ Tamb ahan Lembfran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 

Peruboh* kal ' den§aa Un dang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
j. , an R etl § a Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu 

£d^ Pa J en rf°, kan Hlhr ’ Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun’ 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(embamn Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

hett a b gan M ntam Pemerintah Pu«t dan Pemerintahan Daefah 
( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3 ' Pem a tu?an nd p nS N a° m0r II 1 J 2 TahUn 2011 tentang Pembentukan 
eraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

RenuMrr h 2011 Nomor 82 > ^mbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 5 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
( embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)- 


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5153); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8). 


MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS 
PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK 


BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Siak; 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
priirsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah otonom; 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah; 


6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, 
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan; 

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak; 

10. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah 
Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Kepala Dinas; 

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten 
Siak; 

12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten 
Siak. 


BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
daerah di bidang Perikanan dan Peternakan. 

(2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri atas: 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Umum; dan 

2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perikanan terdiri dari : 

1. Seksi Perikanan Budidaya 

2. Seksi Perikanan Tangkap; dan 

3. Seksi Penyuluhan, Perbenihan dan Kesehatan Ikan. 

d. Bidang Peternakan, terdiri dari : 

1. Seksi Perbibitan; 

2. Seksi Produksi dan Pengembangan; dan 

3. Seksi Penyuluhan dan Penguatan Daya. 

e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari : 

1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 

2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan; dan 

3. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan. 

f. Unit Pelaksana Teknis. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 


' 3| bertanggung jawab^ke^c^^Kepala Dinas Ke ^ aIa Bidan « *“B b ^da dibawah dan 
(4) Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 

bertmg^gjfwab 1 kepadT“pala BMang ePala ^ berada dibawah dan 

(6> 


BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 


rasai <+ 


(1) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu R,mati 

" SSST5S PeSr rimahan ^ k ~ ga " da - h di bXg 

<2> mTnye a ieng n g"akrn Sngslf Iankan ‘ UgaS Seba ® aimana d ™ a *-d pada ayat ( 1 ) 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan peternakan- 
' peSmXT Penye ’ enggaraan P e * a y anan umum di bidang' perikanan dan 

c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan peternakan- 

d. pengendalian urusan tata usaha dinas; dan ’ 

6 ' P^ aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun 

dan bidang tugas dan fungsinya daiam »*>» 


Bagian Kedua 
Sekretariat 


( 1 ) 


( 2 ) 


J- 


Pasal 5 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebiiakan 
^dmfm^ rdmaSlkan b , ldang ' bidang> mem bina, melaksanakan dan mengendlhkan 
“mb~ m ’ keUangan ' Sarana P ™' ka —• kerumahtanggaan 

m™puny^“ an *"*“ Sebagaimana yan « dimaksud P ad * ayat (1), Sekretaris 
penyusunan rancangan kebijakan dinas; 
pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD- 

dan^aluasTkegiSan^linTs;^^ 0 ^ 011 P6ngel ° laan sistem ^formasi, pemantauan 

pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum 

penSotaan a ?ru^rn aS m an h ketenagaan ’ keru mahtanggaan, dan kelembagaan; ’ 
P t, olaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan hubungan 
masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan; ’ g 

pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja; 

pe^un n p a ronrdina^ SUnan ° PeraS PrOS ' dUr ,SOP) kcgiatan dinas ’ 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

dan wang tugas dap ‘m 


a. 

b. 

c. 


d. 


e. 


Pasal 6 


(1 ' f 5 ^ 13 SUb Bagian Perencanaa n dan Umum mempunyai tugas : 

Umum; rencana operasional program kerja Sub Bagian Perencanaan dan 

b. melakukan kegiatan surat menyurat* 

c. melaksanaan kearsipan dan ekspedisi; 

e’ mert el0la perpustaka an, informasi dan dokumentasi; 

e. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra)- 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; ’ 

8 Pemerintah (LAKIPk yUSUn&n hahan Lap ° ran Akunta bilitas Kinerja Instansi 

h. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA- 

.. —apitan inventarisasi perma Xhan pe !™ g araan program dan 

j. mengevaluasi hasil program kerja; 

meningkatkan produkfivitas kerja- ™“ gevaluasl hasl1 ker J a bawahan dalam upaya 

L baik — tertulis 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. ' &ng tUgaS dan fungslnya dalam 

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas • 

Kepegawaian; ren ° ana P ~ ^a kb^Ln Keuangan dan 

mengendalikan rencana tahunan; 

menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan- 
™^ mpU J kan dan mengolah data laporan hasil kegiatan* ’ 
Sfei a s^J o e r XsT Ulan ' Peng ° lahan ’ P-sanalisaan dan penyajian data 
membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian- 

^suard^^n^etentuan^an^beriaku^ ^ ™ Usabaa ” buangan daerah 

SS^Terbe^dXraS k“ ^ ^ 

‘sTbTanT .. 

persetujuan pengguna anOTamn ar i' . an teta P dan SPP gaji atas 

ditetapkan seLga^ngSn“ 

= k XX b n a X aa ^a S r g iXrSa g “ ; 

dengan jadwal kegiatan atas persetujuan PenggunaTnwTrln ke8 ' atan SCSUai 

dan^me-nandatangani Surat 
lampiri dan l^orinZlatn- " ‘ maan kaa beserta 

felZSr haSil keglatan dan mengkoor dinir Laporan Realisasi Fisik dan 

upaya me^gjS^p^SviS'ke™"^ 111881 haSi ‘ keija bawahan dala ” 
LP2P/LHKPN/LHKASrj kaS usuIan tan da jasa/bintang penghargaan, 

erahjasi^kinei^a^p^mtur'sipU^Negata^dan^”^"^ 11 jabat3n fUngSi ° nal ' d “ 


b. 

c. 

d. 

e. 

f. 


h. 

i. 

j- 

k. 


1 . 

m. 


n. 


q- 

r. 


t. 


u. 



Bagian Ketiga 
Bidang Perikanan 

Pasal 7 

(1) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijaksanaan, koordinasi, dan pembinaan pengendalian kegiatan untuk 

pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, perbenihan dan kesehatan 

ikan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 

Perikanan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan dan perumusan rencana anggaran, program kerja dan kebijakan 
teknis Bidang Perikanan Budidaya; 

b. penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di 
bidang Perikanan; 

c. penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan tugas kepada pejabat eselon IV di lingkup 
Bidang Perikanan sesuai bidang tugasnya; 

d. pelaksanaan bimbingan, motivasi, dan menilai kerja pejabat eselon IV dan staf 
yang ada di lingkup Bidang Perikanan; 

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan, administrasi dan 
pelayanan Bidang Perikanan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas. 


Pasal 8 

Kepala Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan dan menyusun rencana anggaran, program kerja dan 
kegiatan seksi Perikanan Budidaya; 

b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis serta memberi petunjuk/arahan 
pelaksanaan tugas kepada staf; 

c. melakukan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
seksi perikanan budidaya serta aktifitas budidaya perikanan di masyarakat; 

d. melakukan penyiapan bahan penetapan kawasan terpadu perikanan berdasarkan 
kesepakatan dengan Kabupaten/Kota; 

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelatihan dan bimbingan kepada 
Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN); 

f. melakukan penyiapan bahan dan data yang berkaitan dengan perikanan 
budidaya; 

g. melakukan penyiapan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 
budidaya perikanan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 9 

Kepala Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan rencana anggaran, program kerja dan kegiatan 
Seksi Perikanan Tangkap; 

a. melakukan penyiapan bahan sosialisasi yang berkenaan dengan kegiatan dan 
aturan dalam perikanan tangkap; 

b. melakukan penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi nelayan, sarana 
prasarana perikanan tangkap dan perairan umum; 

c. melakukan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan perikanan tangkap dan aktifitas penangkapan ikan; 

d. melakukan penyiapan bahan pembinaan terhadap nelayan dan kelompok nelayan; 

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi tugas dan memberi petunjuk/arahan 
pelaksanaan tugas kepada staf; 


f. melakukan penyiapan bahan pembinaan, motivasi dan menilai staf dalam 
melaksanakan tugas; 

g. melakukan bahan koordinasi dan konsultasi sesuai kewenangannya dan 
melaporkan hasilnya kepada kepala bidang; 

h. melakukan penyiapan bahan pembinaan kelompok nelayan, Kelompok Masyarakat 
Pengawas (POKMASWAS), kelompok usaha dan lembaga perekonomian sektor 
perikanan lainnya di wilayah pesisir; 

i. melakukan penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi terhadap potensi 
sumberdaya perikanan dan pemanfaatannya, POKMASWAS (Kelompok Masyarakat 
Pengawas), kelompok usaha dan lembaga perekonomian sektor perikanan di 
wilayah pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS); 

j. melakukan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pedoman/ 
petunjuk teknis yang berkaitan dengan perikanan tangkap; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 10 

Kepala Seksi Penyuluhan, Perbenihan dan Kesehatan Ikan mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan 
pada Seksi Penyuluhan, Perbenihan dan Kesehatan Ikan; 

b. melakukan penyiapan bahan rencana anggaran, program kerja, kegiatan, dan 
pelayanan adminstrasi pada seksi penyuluhan, perbenihan dan kesehatan ikan; 

c. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi perbenihan, hama/ 
penyakit ikan dan obat-obat ikan yang dilarang; 

d. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan memberi petunjuk/arahan 
pelaksanaan tugas kepada staf; 

e. melakukan penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi sarana prasarana 

perbenihan dan kesehatan ikan yang tersedia dan yang dibutuhkan. Unit 
Pembenihan Rakyat (UPR)/Kelompok Pembenihan Rakyat (KPR) dan 

hama/penyakit ikan; 

f. melakukan penyiapan bahan pengendalian terhadap penyebaran hama/penyakit 
ikan; 

g. melakukan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan, 
aktifi tas Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Kelompok Pembenihan Rakyat (KPR) dan 
obat-obat kesehatan ikan yang beredar di masyarakat; 

h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi sesuai kewenangannya; 

i. melakukan penyiapan bahan Juknis/Juklak/SOP yang berkaitan dengan 

penyuluhan, perbenihan dan kesehatan ikan; 

j. melakukan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pedoman/ 

petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyuluhan, perbenihan dan kesehatan 
ikan; 

k. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan 

kapasitas penyuluh perikanan; 

l. melakukan penyiapan bahan materi dan supervisi serta pengembangan metodologi 

penyuluhan perikanan; 

m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan penyuluhan 
perikanan; 

n. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen 
informasi dan media penyuluhan perikanan; 

o. melakukan penyiapan dan penilaian angka kredit penyuluh perikanan lapangan; 
dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 


Bagian Keempat 
Bidang Peternakan 

Pasal 11 


( 1 ) 

( 2 ) 


Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Peternakan. 

ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 
Peternakan mempunyai fungsi : 1 P oiuang 

a. penyiapan bahan kebijakan teknis di Bidang Peternakan; 

b. penyiapan bahan rencana dan program Bidang Peternakan- 

S«^ ia f Pan bahai ! P elaksanaan dan Pelayanan bidang rencana dan program, data 
dan informasi peternakan serta evaluasi dan pelaporan; 

d ' an f' pelaksaaaan fasilitasi kerjasama bidang rencana dan program, 

data dan informasi peternakan serta evaluasi dan pelaporan; 8 

e. penyiapan bahan pelaporan Bidang Peternakan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun 

kelanc^rpe, e S^“ 8an dan fungsinya dalam 


Pasal 12 

Kepala Seksi Perbibitan mempunyai tugas : 

a ™ elakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Seksi 
Perbibitan sebagai pedoman pelaksanaan tugas- 8 J 

b ' bibitungguir nyiaPan bahan PCngendalian standar ’ P^ggunaan dan peredaran 

C ’ Sbit- kUkan penyiapan bahan fasilitasi bimbingan seleksi dan pencatatan ternak 

d. melakukan penyiapan bahan penetapan kawasan terpadu peternakan 
berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota; P P 

" pe"in ternak 8 " baha " pembentukan Wla y ah P^yediaan dukungan 

f. melakukan penyediaan bahan dukungan/bantuan untuk pembinaan peternak- 

8 * bibit ternak unggui aPan pembinaan Pengembangan dan penyebarluasan 

^ fv!^r| CU ^ an l P en yi & P an bahan pembinaan dan pengawasan inseminasi buatan, 
iasilitasi pelaksanaan transfer embrio dan progeny test; 

PeI l lyi u?. an , bahan b ™bingan kastrasi ternak non bibit, perizinan 
produksi ternak bibit dan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan 
meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode; 

m f lakukan . Penyiapan bahan koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam rangka 
intensifikasi dan ekstensifikasi; dan g 

k melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 13 

Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program kerja pelayanan produksi 

peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; P 

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penerapan kebijakan pakan ternak- 

c. me a ukan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran 

ernak, penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak, identifikasi dan 
peternak ernak> ldentlflkasi calon P etern ak, seleksi lokasi dan seleksi calon 

d. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan 

dan penerapan optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha 
po re rn 3 .iCcin \ 

e ' hi>uan k ^kan e ; nyiaPan pengadaan ’ P^banyakan dan penyaluran benih 


1 . 


J- 



Dakan Uk Kimh enyiaPan b ^ han P eia ksanaan penyelenggaraan kebun benih hijauan 
pakan, bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi pakan 

, f n ’ Pakan tam bahan dan P e l en g k ap pengganti (additive and supplementY 

h m! v u an PCnyiapan bahan bimbingan penetapan kawasan peternakan rakyat ’ 

. melakukan penyiapan bahan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak- ’ 

’ fe! i a f kUk t n P^ nyiapan bahan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternkk dan 
me ik^k blmbmgan kerjasaaia P erlua san produksi hijauan pakan ternak; 

an penyiapan pembinaan sistem informasi produksi peternakan evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan peternakan, evaluasi 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

mmipun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas. cm i ungsinya dalam 


J- 


1 . 


Pasal 14 

Kepala Seksi Penyuluhan dan Penguatan Daya Saing mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan Seksi 
Penyuluhan dan Penguatan Daya Saing sebagai pedoman kerja; 

me a u an penyiapan bahan pelaksanakan rencana dan program keria Seksi 
Penyuluhan dan Penguatan Daya Saing- J 

C ‘ baba “ bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan 

swaS^ n§an Petemakan ’ P ema ntauan dan penyebaran ternak yang dilakukan 

d 'tidusi^ n Penyiapan bahan bi mbingan usaha mini feedmil pedesaan (home 

e. melakukan penyiapan bahan pemeriksaan pakan jadi, pakan konsentrat nakan 
ambahan dan pengganti (additive supplement); ’ 

' melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi pakan, bahan baku pakan 
ternak, penerapan teknologi pakan ternak dan standar mutu pakan ternak- 

S ' mestn ptternakIn aPan pemmUSan keb ijakan penerapan kebijakan alat dan 

bltdaya^at dan^me^n p^ernakar^^ 113911 “ aHsiS * k “ d - sosial 

m"e“rna e ka y ^ Pan bimbingan PenggUnaan dan Pemeliharaan alat dan 

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengawasan 

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan- B pengawasan 

k^tasitasper^ntluh f^rternakan; P 6 ""’’ Pengemba "8 an da " peningkatan 
L SUPS ™ Si Serta P e «angan metodologi 

m ' ”e"an ; PenyUSUnan la P oran dan Pendokumentasian kegiatan penyuluhan 

n. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manaiemen 

informasi dan media penyuluhan perikanan; manajemen 

o. melakukan penyiapan dan penilaian angka kredit penyuluh perikanan lapangan- 

P ’bam k dSd P6nyiapan bahan bim bingan pelaksanaan temuan-temuan^eknologi 

tekTolo^ t 8 , peternakan ’ P elak saan kajian, pengenalan dan pengembangan 

, , . g ! tepat g y na bidang peternakan, kerjasama dengan lembaga-lembaga 

nelann° 81 pe makan ’ slste m informasi pengembangan ternak, evalusai dfn 
pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

raSk l 8 ^ sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 


j- 


Bagian Kelima 

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Pasal 15 

(1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan program dan perencanaan teknis dibidang kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner; 

b. penyiapan bahan petunjuk pembinaan, pengembangan dan pengawasan 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

c. penyiapan bimbingan kesehatan hewan dalam hal pencegahan, pemberantasan 
dan pengendalian penyakit hewan; 

d. penyiapan bahan perlindungan plasma nutfah dari ancaman penyakit hewan 
menular; 

e. penyiapan bahan mewujudkan lingkungan yang bebas dari penyakit zoonosis; 

f. penyiapan bahan penyediaan dukungan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi 
pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang ada 
dilintas antara Kabupaten/Kota; 

g. penyediaan bahan bimbingan dalam mewujudkan jaminan mutu komoditas 
hewan, obat hewan dan veteriner; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas. 


Pasal 16 

Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas ; 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan Seksi 
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sebagai pedoman kerja; 

b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja Seksi 
Pelayanan Kesehatan Hewan dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 

c. melakukan penyiapan bahan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; 

d. melakukan penyiapan bahan penutupan daerah dan pembatasan lalu lintas 
perdagangan ternak bila terjadi wabah; 

e. melakukan penyiapan bahan pengisolasian hewan sakit dan atau terduga sakit; 

f. melakukan penyiapan bahan penanganan pengebalan hewan, pemusnahan 
bangkai, mengeradikasi penyakit hewan dan pendepopulasian hewan; 

g. melakukan penyiapan bahan pelayanan umum dan teknis dibidang pengamatan, 
pencegahan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 17 

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai 
tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan Seksi 
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan sebagai pedoman 
kerja; 

b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja Seksi 
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan; 

c. melakukan penyiapan bahan bimbingan, pengawasan higiene sanitasi lingkungan 
usaha peternakan; 

d. melakukan penyiapan bahan penetapan standar higiene sanitasi lingkungan 
usaha peternakan, pembinaan dan pengawasan kesmavet ditingkat 
Kabupaten / Kota; 


e. melakukan penyiapan bahan penetapan standar teknis rumah potong 
hewan/unggas dan produk-produk pangan hewani dan non pangan lintas 
Kabupaten/Kota, provinsi serta ekspor-impor, pengawasan, peredaran dan 
perdagangan pangan hewani dan non pangan; 

f. melakukan bahan pengendalian dan pengawasan pemotongan ternak dan 
kesejahteraan hewan, pengendalian penyakit zoonosis dan food borne diseases- 

nan > 


melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 


Pasal 18 


Kepala Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, dan program kerja Seksi 
Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan sebagai pedoman kerja; 

b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, dan program kerja Seksi 
Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; 

c. melakukan penyiapan bahan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan lintas 
Kabupaten/Kota; 

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi antar Kabupaten/kota dalam rangka 
pengamatan dan penyidikan hama dan penyakit hewan; 

e. melakukan penyiapan bahan penyebarluasan hasil pengamatan hama dan penyakit 

ewan pencegahan dan pemberantasan hama dalam rangka pengendalian dan 
penanggulangan epidemik penyakit dan vektor penyakit hewan; 

f. melakukan penyiapan bahan surveilance penyakit hewan, penyiapan standar 
minimal penyidikan penyakit hewan; 

g. melakukan penyiapan bahan pengamatan dini terhadap penyakit hewan; dan 
.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 


BAB IV 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 
Pasal 19 

lo! Un - t Pe ^ a ^ sana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas 
(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggung]awab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan 
h- Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional. 


Pasal 21 


Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi Unit 
elaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
Pasal 22 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
ungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 


121 Bupati kel0mP ° k dlplmpm oleh seoran g tenaga fungsional senior yang diangkat oleh 

P> k!h!fJt nja ^, g d ® n J UI " lah J aba t a n fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

BAB VI 
TATA KERJA 


( 2 ) 


Pasal 23 

(i) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Sekretaris Kena la 
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional waiib 

masfn^ an k °° rdinasi ’ ^grasi dan sinkronisasi bKSSfiKS 

g sing maupun antar satuan organnisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 

maTrng SIPemerintah Daerah SCSUai d 4an 4>s pokXytme^t 

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila teriadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan J 

( ) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordmasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta^etunhik 
bagi pelaksanaan tugas bawahannya. K petunjuk 

4) pemimpin J atuan or ganisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

berkala^paVwSu. 15 masin S-masing menyampaikan laporan 

(5) wSib P dMa°h a ln a d ? diterim , a oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya P 

me ^ yampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan 
pula ke P ad a satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyS hTb“ 


BAB VII 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
DALAM JABATAN 


Pasal 24 


( 1 ) 


Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh 
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah 
undangan. 


Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang 
sesuai dengan peraturan perundang- 


( ) Sekretaris Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi serta Jabatan 
ungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang 

memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. ^ 


BAB VIII 

JABATAN / ESELON 


Pasal 25 

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama 

3 ’ rUP t abata K struktural «*'<>" IHa atau jabatan administrator. 

4 Kepa a SelS danTen T" Jaba ‘ an struktural m> atau jabatan administrator, 

pengatas k Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan 


BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 26 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis dengan 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang ditetapkan 
sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai 
dengan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis yang baru ditetapkan. 


BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 2^> NOUfcrnber 2016 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal -a-o Not/embac 2016 


i 


BUPATI SIAK, 



^SYAMSUAR 


l 


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 



Utama Madya 
600125 198903 1 004 


BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 
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